PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

INSPEKTORAT DAERAH

JI. Mataram No. 1 Pckalongan Kode Pos 51111
Telepon (0285) 421042 Fax. 421042

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
INSPEKTORAT DAERAH

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 700/005/111/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI TINGKTIINGAN INSPEKTORAT DAERATI KOTA PEKALONGAN

INSPEKTI/R DAERAH KOTA PEKALONGAN

Menimbang : @ bahwa dalam rangka meningkatkan kualilas pclayanan publik
di lingkungnn Inspektorat Dacrah Kota Pekalongan diperfukan
standar haku pclayanan publik scbagai pedoman bagi Petugas
dalun membenkan pelayanan kepada masyarakat ;

b. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimaua dimaksud
dalam huruf a, perlu menctapkan Keputusan Inspektur Daemh
Kota DPckalongan tcntang Standar Pelayanan Publik di
lingkungan Inspektorat Duerah Kola Pekalongan ;

Mengingat : 1. Tasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2, Undang-Undang Nomor : I6 Talum 1950 tcntang
Pembentukan Daerah-Dacrah Kotn Besar dalam lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, Dacrah
Istimewa Yogyakarta, sebapaimana tclah diubah dengan
Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor : 3945);

3. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor : 244, Tambahsn lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor : 5587) scbagnimana tclah diubah beberapa
kali terakhir dengun Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2020
tentang Ciptn Kerja (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2020 Nomor : 245 Tambahan Lembaran Negara
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Mcmperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

Republik Tndonesia Notor * 6573 );

4. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pclayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nowor . 112),

5. Perda Kota Pekalongan Nomor : 6 Tahun 2019 tentang
Penyclengarman  Pelayanan  Publik  (1.embaran  Nepara
Republik Indonesia Tuhun 2019 Nomor : 6);

6. Pemmlunm Pemenntnh Nomor 21 ‘luhum 1988  (enlung
Perubuhen Bates Wiluyah Kotumudyn Dueruh Tingkat 11
Pekalongan, Kabupaten Dacrah Tingkat 1T Pekalongan dan
Kabupaten Dacrah Tingkal Il Batang (Lembaran Negara
Republik Indonesin Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Nepara Republik lndoncsia Nomor 3381);

7. DPeraturan ['emerintah Nomor 61 ‘l'ahun 2010 temang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (entang
Keterbukuon Informust Publik (Lemburun Negura Republik
Indonesin Tahum 2010 Nomor 99, Tambuhan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 5149);

8. Pemluran Pemerintah Nomor 96 ‘Tahun 2012 fentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor |5 Tahun
2014 Tentang Pedoman Standar Pclayanan (Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 615);

2. Peraturan Walikota Pekalonggm Nomor 86 Talum 2021
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Dacrah
Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun
2021 Nomor : 86),

MEMUTUSKAN

¢ Standar Pelayanan  Publik unfuk jenis layanan di lingkungan

Inspcktorat Dacrah Kota Pckalongan, meliputi :
1. Pelayanan Penanpanan Pengaduan Masyarakat:
2. Pelayanan Konsultasi dan Pendampingan OPD

: Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud diktum

KESATU terdapat pada lampiran 1 dan Lampiran 1l yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

Scanned with CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

KETIGA ¢ 'Tugas dan tanggung jawab Inspektur Dacrah ;

2. menyusun dan menelapkan maklumat pelayanan scbagai janji
dan/atan komitmen pelnksanaan Standar Pelayanan Publik;

b. menctapkan petugas  Khusus layanan  dan  pengelolaan
penanganan penguduun masyurukat.

KEEMPAT . Stundur Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESA'TU wajib ditaati dan dijadikan pedoman dalam memberikin
pelayanan  Publik di lingkungan Inspektorat Daerah Kota
Pekalongan;

KELIMA . Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU dim Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud
diktum KETIGA wajib dipublikasikan untuk memenuhi kebutihan
informasi kepada masyarakat;

Keputusn Inspektur Dacrah Kota Pckalongan ini berlaku sejuk tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahun/perbaikin
schapaimana mestinya.

Ditctapkan : di Pckalonpan
Poda Tonggal @ 14 Maret 2022

Inspektur Daerah
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Dasar Hukum

No'

lampiran | ‘Keputusan Inspektur  Dacrah  Kota

Pckalongan
Nomor 1700/ 7T/ 2022
Tanggal . 14 Maret 2022

STANDAR PETAYANAN PURLIK
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Undang-Undang Nomor 25 T'ahun 2009 (catang Pelayanan Publik

- Undang- lJndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kcterbukaan
Tnformasi Publik

- Permen PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 (entang Pedoman
Penyusunan  Swundar  Operasional  Prosedur  Administrasi
Pemerintahan

- Peraturan Walikota Pckalongan Nomor 59 A Tahun 2012 Tentang
Pedoman Penyusunan Standar Opersional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan

- Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 86 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja
Inspcktorat Dacrah Kota Pekalongan

KOMPONEN URAIAN

Persyaratan I, Aduan secara tidak langsung dan online

a. Adanya surat impahan aduan dari Ifjen Kemendagri,
Kementrian PAN RB. Setneg, KPK, dan Gubernur;
b. Laporan pengaduan secara online

2. Aduan secara langsung berupu

Pcrorangan :

a. melampirkan foto copi KTP

b. membawa surat pengaduan dilampiri bukti dukung
pengaduan

¢. mengisi formulir pengaduan.

Organisuesi/Badan Hukum

u. Folocopy akin pendinan lembagn

b. Fotocopy KTP manajerial kelembagaan

. membawa surat pengaduan dilampiri bukti dukung
pengaduan

d. mengisi formulir pengaduan.
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Penguduan Tidak Lengsung dan online

Pengadu menyampaikan pengaduan melalui kanal /
aplikasi yang telah disediakan.

Irban 111 menerima surat pengaduan yang telah disposisi
olch Inspektur.

Ithan 1T menindaklanjuti dengan menyusun konsep
telaahan staf terhadap surat aduan dan diajukan kepada
Inspektur untuk mendapatkan disposisi

Apabila disposisi telaah staf hanya berupa tindak lanjut
untuk OPD terkait, maka surat aduan ditcruskan dan
dikoordinasikan tindak lanjutnya kepada OPD terscbut.
Apabila disposisi telaah staf harus ditindaklanjuti dengan
pengawasan, maka dilanjutkan dengan persiapan
premeriksaan kasus/khusus.

Pengaduan Tangsung :

Pemohon/pengadu mendatangi meja layanan pengaduan
masyarakat di Kantor Inspektorut

Menunjukkan identitas, menyerahkan surat laporan serta
bukti-bukti dukung kepada petugas admin.

Petugas Admin mencatat identitas pengadu dan surat
pengaduan dalam buku agenda Kasus Aduan.

Pemohon/pengadu  diminta mengisi formulir dan
membuat ikhtisar laporan pengaduan pada formulir
tesebut (dalam hal ini petugas admin bisa membantu bila
pemohon/pengadu kesulitan untuk membuat ikhtisar).
Admin menyampaikan sural Aduan dan ikhtisar aduan
kepada Inspektur untuk mendupatkun disposisi.

Inspektur mendisposisi surat aduan dan formulir aduan
kepada Irban 111,

Irban 1l menindaklanjuti dengan menyusun konscp
telanhan staf terhadap surat aduan dan diajukan kepada
Inspektur untuk mendapatkan disposisi

Apabila disposisi telaah staf hanya berupa tindak lanjut
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untuk OPD terkait, maka surat aduan diteruskan dan
dikoordinasikan tindak lanjutnya kepada OPD tersebut.

9 Apabhila disposisi telaah staf harus ditindaklanjuti dengan
penguwasan,  maka  dilanjutkan  dengan  persiapan
pemeriksaan kasus/khusus,

Lanjutan Laporan Adusn Tiduk lungsung ntuu

online Jan Laporan Langsung

10. Atas  usulan Irban 101, Inspekiur menctapkan Tim
Pemeriksa

11. Mengurus penerbitan Surat ‘lugas Pemeriksaan di
Sekretariat

12, Melaksanakan pemeriksaan khusus kepada pihnk-pihak
terkail

13 Tim Pemeriksa menyusun Taporan Hasil Pemeriksaan
(LHP)

14. Menyampaikan LHP kepada Inspektur dan Walikota.

15. Inspektur memberikan surat jawaban kepada pengadu

Waktu Pelayunim

1 Wakin Pelayanan
5 (lima) hari kerja, Penyclesaian 1 (hari) kerja
- Senin-Kamis 07.30-16.00 WIB
Istirahat 12.00-12.30 Wi
- Jumat 07.30-11.00 WIB
2. Waktu Penyelesaian:

Puling lambat 30 (liga puluh) hari kerja bila hanya
berupa Tindak Lanjut perbaikan dari OPD terkait.

Paling lambal 90 (scmbilan puluh) hari kerja bila Tindak
Lanjut memerlukan pengawasan.

Riaya Pclayanan Gratisg
Produk Pelayanan 1. Formulir
2. ‘T'claahan Staf
3. LIIP
4. Surat Jawaban
Pengelofuan Wehsite Menu T.ayanan Pengaduan
Pengaduan

http://inspektorat. pekalongankota. go.id/pengaduan/
Limail: inspektorat.kotapkl@gmail.com
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Telepon: U285421042

10

b

Sarana dan Prasaruna

Kompetensi Pelaksana

Pengawasan Internal

Meja kursi layanan aduan,
PCNhaptop,

pnnter,

formulir, buku agenda kasus,
Bukti dukung laporan,
Anggaran.

Pendidikan minimal D3

Punya kctcrampilan mengoperusionalkan komputer
Punya keterampilan berkomunikas: yang baik
Kompetensi Standar Pengawasan hagi APIP

Inspektur

Dalnis

Ketua Tim

Reviu berjenjang dan ckspose

Jumlah Pelaksana

3 sampai 6 orang

11

Jaminan Pelayanan

12

13

Evaluasi

Jaminan Kcamanan dan

Keselamatan Pelayanan

Kinerja
Pelaksana

Pelayanan diberikan tidak diskriminatif, mudah, berkualitas,
ccpat, transparan dan akuntabel.

1. Bersifat rahasia

2. Data dan informasi pengguna layanan  dijamin
keamanannya dan digunakan scmata-mata hanya untuk
kepentingan pelayanan.

3. Sarana layanan

dan penunjang layanan

menjamin/mendukung kenyamanan serta keamanan

pengpeuna layanan

Evaluasi dilakukan secara berkala setiap 30hari sckali atau
scwaktu-waktu apabila diperlukan

Inspektur
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lampiran Il ! Keputusan Inspektur Daeruh

Koia Pckalongan
Nomor . 700/ /11172022
Tanggal . 14 Maret 2022

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
KONSULTASI PENDAMPINGAN OPD
(LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN/REVIEW/EVALUASI/MONITORING)

Dasar | lukum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Polayanan Publik

- Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tenlang Keterbukaan
Informasi Publik

- Permen PAN dan RR Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

- DPenyusunan  Standar  Operusionnl  Prosedur  Admumistrasi
I'emerintahan

- Pcraturan Walikota Peknlongan Nomor 59 A Tahun 2012 Tentang
Pedoman Penyusunan Standar Opcrsional Proscdur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan

- Peraturan Walikota Pekalongun Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta ‘I'ata Kerja
Tnspektorat Dacrah Kota Pekalongan

NO.|  KOMPONEN URAIAN
1 Persyaratan

Surat permohonan konsultasi dari OPD)
Tdentitas pcmohon layanan
Vormubir konsultasi

2 Prosedur Apabila melalui surat Dinas :
Petugas Agendaris akan memperlakukan surat pemohonan

sebagaimana perlakuan pengagendaan surat seperti biasanya.

Inspcktur  Dacrah  selanjutnya  mendisposisi  untuk
menugaskan Pejabat Strukiural/ Fungsional terkait untuk
memberikan konsultasi pendampingan atas tindak lanjut hasil
pemeriksaun/review/evaluasi/monitoring.

Pejabat Struktural/Fungsional membuat jawaban tertulis atas
pertanymun konsultusi yung  diajukan dalam surat yang
dikirim oleh OPD dimaksud.

Surat jawaban diberikan kepada petugas admin untuk
dimintakan paraf verifikasi surat sccara berjenjang, untuk
selanjutnya dimintakan asmanan kepada Inspeklur.

Sctelah ditanda tanpani Inspektur surat diagenda pada buku
agenda pada agenda surat kcluar. Untuk kemudian petugas |
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Waltu Pelayanan

kurir mengirimkan kepada OPD dimaksud.
Apahila Konsultasi Seearn Langsung @

1. Pemohon mendatangi mejis layanan konsultasi

2. Menunjukkan identitas, dan menyampaikan materi
konsulas

J. DPetugas Admin mencatat identitas buku agenda
Konsultasi/dampingan

4. Pemohon diminta mengisi formulir dan membuat

ikhtisar materi yang dikonsultasikan pada formulir

konsultasi (dalam hal ini pctugas admin bisa membantu
bila pemohow/pengadu sulit untuk membuat ikhtisar),

5. Admin menyampaikan formulir dan ikhtisar kepada
Inspektur atau pejobat senior yong ada untuk
mendapatkan desposisi.

6. Inspektur atan Pejabat Senior yang ada mendisposisi
formulir  konsuliasi/dampingan  kepada  pejabat
Struktural/Fungsional untuk mcmberikan pelayanan
konsultasi.

7. Dalam hal si pcmohon sudah tahu pcjabat mana yang
akan dituju untuk konsultasi/dampingan, maka
pemohon  bisa  langsung memwu  pejabat
Struktural/lFungsional yang dimaksud untuk meminta
pelayanan konsultasi/dampingan.

8. Sebelum mendapatkan layanan konsultasi/dampingan
Pemohon akan diberi tanda pengenal oleh admin.

9. Pejubat Struktural/Tungsional yang ditunjuk mencrima
pemohon dan meminta formulir konsultasi untuk dibaca
makasud dari konsultasi , dilanjutkan dengan kegiatan
layanan konsultasi.

10.  Pcjabat Struktural/Fungsional pada poin 9 (scmbilan)
membuat  ikhtisar jawaban konsultasi pada formulir
dan formulir diberikan kembali kepada pemohaon,

11. Sctelah pemohon sclesai mendapatkan layananan
konsultasi, pemohon kembali kepada admin
menyerahkan formulir konsultasi/dampingan dan tanda
pengenal.

12, Admin mengcopy formulir konsultasi/dampingan,
selanjutnya yang copian diberikan kepada pemohon dan
yang asli di file schagai arsip.

1,  Waktu Pelayanan:

5 (hma) han kerja, Penyelesaian 1 (han) kenja
- Senin-Kamis  07.30-16.00 WIB
Istirahat 12.00-12.30 WIB

- Jumat ~ 07.30-11.00 WIB
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2. Waktu Penyelesaian:

Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja bila hanya
berupa Tindak Lanjut perbaikan dari OPD terkait, Paling
lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja bila Tindak Lanjut
memerlukan pengawasan,

4 | Biaya Pelayanan Girabs / Tidak ada hiaya
? Produk Peliyanan 1. Formulir Konsultasi
2. Penjelasan terhadap materi yang dikonsultasikan
6 Pengelolaan Website Menu Layanan Pengaduan
Pengaduan htp://inspektorat. pekalongankota. go. id/pengaduan/
bmail. inspektorat.kotapk @gmail.com
Telepon: 0285421042
Aplikasi. LAPOR SP4N
7 Surana dan Prusaruna Meja kursi Ia aduan,
PCllaptop,
printer,
formulir, buku agenda Konsultas:,
Anggaran.
8 Kompetensi Pelaksana Pendidikin minimal D3
Punyu keterumpilan mengoperasionalkan komputer
Punya keterampilan berkomunikasi yang baik
; i Kompetensi Standar Pengawasan bagi APIP 5
9 Pengawasan Internal Inspektur
Atasan langsung
10 [Jumlah Pelaksana |2 sumpui 3 orang
11 Jaminan Pclayanan Pelayanan diberikan tidok diskriminatif, mudah, berkualitas,
cepal, lransparan dan akuntabel., .
12 | Jaminan Keamanan dan | | = oy, dilayani dengan ramah
Kuscamatan Peliyanan | ) - poteri penjelnsan konsultasi valid mendasarkan pad
aturan normative
3. Pctugas pclayan konsultasi menyenangan, hungat dan
: penuh keakraban i
13 | Fvaluasi Kinetjt | b oluasi dilakukan secarn berkala sctiap 3 (tiga) bulan
Pelaksana

Atau sewaklu-wak(u apabilu diperlukon

Inspektur
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